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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dengan hambatan dan tantangan yang dihadapi ASEAN maupun 

Indonesia dalam operasionalisasi ASEAN MRA on Tourism Professionals 

karena terdapat beberapa hal yang belum beroperasi seperti Sekretariat 

Regional untuk pengawasan impelementasi MRA dan tidak adanya 

pengaturan pengawasan terhadap pekerja pariwisata asing yang bekerja di 

negara penerima, menjadikan ASEAN MRA on Tourism Professionals belum 

sepenuhnya siap untuk dilaksanakan operasionalisasinya. Kedepannya 

diharapkan komitmen-komitmen dari negara-negara anggota untuk melakukan 

operasionalisasi mengingat pariwisata merupakan sektor integrasi prioritas 

untuk perwujudan ASEAN Community melalui ASEAN Economic 

Community.  

Terkait sertifikasi kompetensi pekerja pariwisata di Indonesia, ditinjau 

dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indonesia 

telah siap dan berkomitmen untuk melaksanakan sertifikasi. Dengan adanya 

data peningkatan sertifikasi dan bidang kompetensi, menunjukkan bahwa 

Indonesia telah secara sadar dengan itikad baik ingin melakukan penyetaraan 

kompetensi pekerja pariwisata untuk menghadapi liberalisasi perdagangan 

jasa di ASEAN khususnya. Dalam hal ini, fokus Indonesia terarah pada 

penyetaraan kompetensi pekerja pariwisata dan bukan untuk memenuhi 

ketentuan-ketentuan dalam ASEAN MRA on Tourism Professionals. Hal 

tersebut dikarenakan, pola yang terjadi adalah ASEAN mengadopsi SKKNI 

pariwisata Indonesia, dan Indonesia mencoba menyelaraskan SKKNI 

pariwisatanya dengan ACCSTP yang terlampir dalam MRA. 
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5.2. Saran 

 Penulis menyarankan agar Indonesia segera menyepakati Host 

Country Agreement untuk pendirian Sekretariat Regional guna terwujudnya 

komitmen pekerja pariwisata ASEAN yang tersertifikasi dan siap untuk 

liberalisasi perdagangan jasa. Penyepakatan tersebut dapat menunjukkan 

komitmen Indonesia terhadap terwujudnya ASEAN Community melalui 

ASEAN Economic Community dengan operasionalisasi ASEAN MRA on 

Tourism Professionals dan dapat menjadi contoh bagi negara-negara anggota 

lainnya di ASEAN. 

 Selain itu, bagi kebaikan dan kepentingan pekerja pariwisata Indonesia 

sendiri, agar dilakukan perluasan kewenangan bagi LSP untuk melakukan 

pengawasan dan penjatuhan sanksi berupa pencabutan sertifikat terhadap 

pekerja pariwisata asing dari negara-negara anggota ASEAN yang 

bersetifikasi dan bekerja di negara Indonesia. Karena hingga saat ini, LSP 

hanya berwenang untuk melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi 

terhadap pekerja pariwisata Indonesia, namun tidak dengan pekerja pariwisata 

asing yang bersertifikat ASEAN. 
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